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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas dan diuraikan selama 

penulisan skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Alat bukti yang dipandu oleh hakim tersebut berlaku untuk putusan 

pengadilan PN Mataram dalam kasus pembunuhan, yang merupakan cara 

untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman, 

tetapi tidak menentukan putusan pengadilan terhadap terdakwa. 

2. Efektivitas alat bukti yang berlaku dalam perkara pembunuhan adalah 

penyidik dapat segera menyita barang bukti dalam perkara pembunuhan, 

karena penyitaan merupakan keadaan yang sangat diperlukan dan 

mendesak dalam perkara pidana pembunuhan, dan penyidik tidak perlu 

memperoleh izin sita dari penanggung jawab di Pengadilan Negeri 

Mataram. Untuk penyitaan, penyidik harus segera memberitahukan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk mendapatkan surat persetujuan 

Ketua Pengadilan Negeri Mataram mengenai penyitaan barang bukti. 

B. Saran 

1. Pada saat Ketua Pengadilan Negeri Mataram mengeluarkan putusan 

persetujuan sita, maka Ketua Pengadilan Negeri Mataram harus sesegera 

mungkin memfasilitasi penyidik untuk melaksanakan tugasnya selama 
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penyidikan, karena putusan sita harus dilampirkan pada berkas pada tahap 

penyidikan. 

2. Hakim Pengadilan Negeri Mataram harus lebih berhati-hati dalam 

menangani perkara, terutama dalam penggunaan uji petunjuk, karena 

selain esensi hukum, dalam hal ini adalah pertanyaan apakah akan 

melakukan pengujian dengan alat bukti yang cukup untuk tangkap orang 

yang dituduh tidak senonoh. Oleh karena itu, sebelum menentukan unsur 

fakta persidangan, jaksa juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti 

sosiologi dan psikologi. 
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